WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

. Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan
segala jenis saluran yang tersedia, maka negara memiliki
fungsi untuk memberikan jaminan terhadap semua warga
negara dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud

dari kehidupan berbangsa dan bernegara;

. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa,

khususnya di Kota Mojokerto perlu ditumbuhkan budaya
gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpusatkaan sebagai sumber informasi yang berupa karya
tulis, karya cetak dan/atau karya rekam melalui
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

. bahwa sebagai wupaya peningkatan minat baca dan

pembudayaan gemar membaca di Kota Mojokerto perlu
dibentuk dan diselenggarakan perpustakaan yang mampu
memberikan pelayanan secara terjangkau dan murah dari
tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan dilingkungan melalui
taman bacaan dan sudut baca;

. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi

perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat
dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan
jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan
perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta
kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur
dalam Peraturan Daerah;



Mengingat

bahwa dasar pertimbangan sebagaimanan dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 18 ayat (1), ayat (6), Pasal 28 F, Pasal 31 ayat (3) dan
ayat (5) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur / Jawa Tengah [ Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551};

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4301);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);



’ 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun Tahun 2012 Tentang
Pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5337);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standart Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

21. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan

. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

22, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E);

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan
. WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  MOJOKERTO TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Mojokerto

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto

Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan
Arsip Kota Mojokerto
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Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak
dan/atau karva rekam secara profesional dengan sistem vang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan

rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.

. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
vang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya

cetak dan/atau karya rekam dalam berbagali media yang mempunyai nilai

pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayangkan.

. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk

memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
secara dalam dan luas.

. Penerbit buku vang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseocrangan,

kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.

Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang
berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis vang tidak dicetak atau tidak
diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar
negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang
mempunyal nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu
pengetahuan.

Taman bacaan masyvarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah
suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan
membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi
masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000
(seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000
(tiga ribu) eksemplar.

Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program
pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk
mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak
300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu)
eksemplar.

Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana

angkutan dalam melayani pengguna.
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Perpustakaan umum adalah perpustakaan vyang diperuntukkan bagi
masyarakat Iuas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
Perpustakaan Kota perpustakaan yang diperuntukkan bagi masvarakat luas di
daerah kota sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan
usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

Perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan vyang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah kecamatan yang mempunyal tugas pokok melaksanakan
pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan
layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia,
ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

Perpustakaan kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan
layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia,
ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan vang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik,
tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan
pendidikan yang bersangkutan.

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas
bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat,
lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
Teﬁaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi
perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program
kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan
tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok
orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan
perpustakaan.

Tenaga Teknis adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau
karya rekam.

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya
suatu kegiatan perpustakaan meliputi gedung dan mebeler perpustakaan.
Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga vang berdomisili

di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
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